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L 
 

 

aporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Pengadilan  Negeri  Tubei  Tahun 

2022 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari 

pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tubei  Tahun 2020 – 

2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 yang telah ditetapkan melalui 

Penetapan Kinerja Tahun 2022. 

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2022 ini pada hakekatnya merupakan 

kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan 

responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022. Hal ini mengingat 

pelaporan akuntabilitas kinerja  merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan 

negara dan implementasi berbagai kebijakan   negara yang menitikberatkan pada upaya 

peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good 

governance), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang 

ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

 
Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, Pengadilan Negeri Tubei 

telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan 

dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra 

Pengadilan Pengadilan  Negeri Tubei tahun 2020-2024.  

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran pertama adalah Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Kedua adalah Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian Perkara; Ketiga adalah Meningkatnya Akses Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan; Keempat adalah Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan pengadilan;  

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 17 

indikator kinerja dan 17 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 

k e e m p a t  sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja 

Tahun 2022 semuanya berhasil dilaksanakan dengan baik 

 RINGKASAN EKSEKUTIF 
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Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tubei adalah 

sebesar 100%. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis 

tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut : 

 Sasaran Strategis I 

 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

Indikator Kinerja Realisasi Target 
 

Capaian 
 

a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu  
 

100% 100 % 

 

100 % 

 

 
b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu 100 100 % 

 

100 % 

 

 c. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan 
Restoratif 

0 10 % 0% 

d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya 
Hukum Banding 

90,71% 100 % 

 

90,71 % 

 

e. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya 
Hukum Kasasi 

95,71% 100 % 

 

95,71% 

 

f. Persentase Perkara  Anak yang diselesaikan dengan Diversi 
 

9.99% 90 % 

 

11,11% 

 

g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan 
peradilan 

93,28% 100 % 

 

93,28 % 

 

 
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I 70,11% 

 

 

 
Sasaran Strategis II 

 
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara  

Indikator Kinerja Realisasi Target 
 

Capaian 
 

a. Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang dikirim 

kepada para pihak tepat waktu 
100% 100 % 100 % 

b. Persentase salinan putusan Perkara Pidana yang dikirim 

kepada para pihak tepat waktu 
100% 100 % 100 % 

c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 
0 % 60 % 0% 

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II 100% 
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Sasaran Strategis III 

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan 

Indikator Kinerja Target Realisasi 
 

Capaian 
 

a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat 
layanan bantuan hukum (Posbakum) 100 % 100% 100% 

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III 100% 

 

Sasaran Strategis IV 

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 

Indikator Kinerja Target Realisasi 
 

Capaian 
 

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

10 % 0 % 0 % 

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV 0% 
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A. Latar Belakang 

1. GAMBARAN UMUM 

engadilan Negeri Tubei merupakan lingkungan peradilan umum di bawah 

Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan 

keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara 

pidana dan perdata pada tingkat pertama. 

Oleh  sebab  itu  setiap  Hakim  harus  memegang  prinsip  dalam  mengadili  

agar  tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya : 

1. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum, 

terutama asas keadilan. 

2. Harus   dapat   menunjukan   penerapan   hukum   yang   ada   tanpa   suatu   

diskresi,   akan menimbulkan  pertentangan  secara  nyata  dengan  rasa  

keadilan,  terutama  rasa  keadilan pencari keadilan. 

3. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat  

dilampaui). 

4. Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan. 

5. Walaupun  ada  diskresi, putusan  Hakim  harus  semata-mata  didasarkan  pada  

fakta  yang ditemukan dipersidangan dan tetap memutus menurut hukum. 

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus 

dilaksanakan oleh pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi 

pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi 

kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan, hal mana dimaksudkan selain 

menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan 

mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan. 

 
 
 
 
 
 
 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 
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Selain  hal  diatas  sesuai  dengan  arah  dan  kebijakan  Mahkamah  Agung  

RI  dengan  agenda pembaharuannya , maka di Pengadilan Negeri Tubei program 

prioritas antara lain : 

1. Program Keterbukaan Informasi 

Dengan ada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI  Nomor : 

144/KMA/SK/VII/2007 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

144/KMA/SK/I/2011, maka pada Pengadilan Negeri Tubei sudah memiliki Website 

dengan alamat www.pn-tubei.go.id. Selain itu pada Pengadilan Negeri Tubei juga 

ditunjang dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 4.1.1 

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan 

Pada program ini, Pengadilan Negeri Tubei telah menyediakan meja informasi dan 

meja pengaduan meskipun sarananya masih terbatas, yang berada dibawah 

tanggung jawab Kepaniteraan Hukum. Pengadilan Negeri Tubei juga telah 

memberlakukan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).  

2.  PERMASALAHAN UTAMA 

 Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kantor Pengadilan Negeri Tubei dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut : 

1. Mutasi atau Promosi staf ke luar Pengadilan Negeri Tubei tidak diimbangi dengan 

mutasi staf ke Pengadilan Negeri Tubei. 

2. Tenaga  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) ,  khususnya  menyangkut  pegawai/staf  yang 

berkaitan dengan IT masih kurang,  sehingga untuk  penyelesaian tugas-tugas 

berkaitan dengan IT menggunakan tenaga honorer.  

3. Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tubei khususnya menyangkut Belanja 

Modal seperti Penambahan pengadaan perangkat IT, pengadaan genset serta belum 

adanya anggaran untuk renovasi gedung kantor yang belum memenuhi Prototype 

Pengadilan. 

 

 

http://www.pn-tubei.go.id/
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P 
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi 

engadilan Negeri Tubei didirikan pada tahun 2009 dan diresmikan 

pemakaian gedungnya pada tahun 2012. Pengadilan Negeri Tubei 

adalah Pengadilan tingkat pertama  yang  memiliki  wilayah hukum di 

Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu. 

 

1. Tugas Pengadilan Negeri Tubei 

Pengadilan Negeri Tubei adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang  

bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di 

wilayah hukum Kabupaten Lebong berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta 

mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan 

setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, 

Pengadilan Negeri Tubei terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain 

sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman. 

2. Fungsi Pengadilan Negeri Tubei 

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Tubei 

menyelenggarakan fungsi utama yaitu: 

1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004). 

a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. 

b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat 

Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). 

c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang  telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

2) Fungsi Nasehat. 

a. Pengadilan  Negeri  dapat  memberi  nasehat  atau  pertimbangan-

pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah 

dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 5 tahun 2004). 

b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada 

dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya. 
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3) Fungsi Administratif. 

Pengadilan  Negeri  menyelenggarakan  administrasi  umum, keuangan  dan  

kepegawaian  serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis 

peradilan dan administrasi peradilan. 

 

4) Fungsi lain. 

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus 

perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, 

Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan  

peraturan perundang-undang.
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D 
C. STRUKTUR ORGANISASI 

alam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan. Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Negeri Tubei 

sebagai berikut : 

Gambar 1. Struktur Organisasi 
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Berdasarkan bagan struktur organisasi diatas, dijelaskan bahwa Pengadilan 

Negeri Tubei dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit 

kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Dibawah 

struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris yang 

berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris dalam melaksanakan 

tugasnya dibantu oleh dua bagian yaitu fungsional dan struktural. Pada bagian 

fungsional terdapat tiga orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera 

Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum, sedangkan bagian struktural terdapat tiga 

orang Kepala sub bagian yaitu Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag 

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dan Kasubbag Perencanaan, TI dan 

Pelaporan, yang masing-masing membawahi staf.  

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Tubei sesuai struktur organisasi 

Pengadilan Negeri Tubei adalah sebagai berikut :  

1. Ketua adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas 

bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan 

kesekretariatan). 

2. Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan 

melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya. 

3. Hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili 

berkas perkara yang  diberikan padanya  kemudian dalam  hal  Pengadilan 

Negeri Tubei melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para 

pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan  dan  kebenaran  

berita  acara  persidangan  serta  menandatanganinya, mengemukakan pendapat 

dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah 

diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang 

hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya. 

4. Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya 

sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, 

dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di 

Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil 

Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat  daftar  semua  

perkara  yang  diterima  di  Kepaniteraan,  mengeluarkan  salinan putusan, 

menerima dan mengirimkan berkas perkara dan melaksanakan eksekusi putusan 

perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu 
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yang ditentukan, sebagai Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan 

administrasi Umum Pengadilan. 

5. Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan 

mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, 

mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih 

berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, 

memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, 

mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan 

singkat tentang isinya, menyerahkan salinan Putusan kepada para pihak yang 

berperkara bila memintanya, menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan 

banding, kasasi atau peninjauan kembali dan menyerahkan arsip berkas perkara 

kepada Panitera Muda Hukum. 

6. Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan 

mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, 

mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih 

berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, 

memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta 

memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah 

diputus Hakim atau diundurkan hari persidangannya dan mencatat setiap 

perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang 

isinya, atau menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau Kuasanya 

serta Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan, menyiapkan berkas 

perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan kembali, permohonan 

grasi  dan  menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum. 

7. Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan 

mencatat jalannya sidang di pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji 

data, menyajikan statistik perkara, menyusun  laporan  perkara,  menyimpan  

arsip  berkas  perkara,    dan  tugas  lainnya  yang diberikan  berdasarkan  

peraturan  perundang-undangan dan  mengolah  dan  mengkaji hasil evaluasi dan 

menyimpan barang-barang bukti yang diserahkan Jaksa. 

8. Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-

surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Umum dan 

Keuangan, Perencanaan dan pengembangan Teknologi Informasi di Pengadilan 

Negeri Tubei.  
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9. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah melaksanakan 

sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di 

Pengadilan Negeri Tubei, dan pegawaian berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dengan tugas-tugas menangani keluar masuknya pegawai, 

menangani pensiun pegawai, menangani kenaikan pangkat pegawai, menangani 

mutasi pegawai, menangani tanda kehormatan dan menangani usulan/ promosi 

jabatan, dll. 

10. Kasubbag Umum dan Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas di 

bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri 

Tubei serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga 

mempunyai tugas membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan 

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memberikan 

pelayanan guna terciptanya proses peradilan, menangani surat keluar dan surat 

masuk yang bukan bersifat perkara. 

11. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai 

tugas di bidang Perencanaan dan pelaporan serta hal-hal yang berkaitan dengan 

pelayanan publik berbasis teknologi informasi. 

12. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan 

mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertugas membantu Hakim dalam hal 

membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, 

dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, membuat berita acara 

sidang, mengetik putusan dan petikan putusan perkara yang sudah putus berikut 

amar putusannya dan meneyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda 

Pidana dan Panitera Myda Perdata bila telah selesai minutasi. 

13. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh 

Hakim Ketua Majelis, menyampaikan pengumuman- pengumuman, teguran-

teguran, protes- protes dan pemberitahuan putusan pengadilan, melakukan 

penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, membuat berita acara 

penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepda pihak- pihak terkait. 

D. Sistematika laporan 

 Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu 

 kegiatan yang dilaksankan. 
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 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa 

 satuan kerja sebagai bagia dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. 

Untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Tubei, perlu 

ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas- tugas 

untuk mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan 

Pengadilan Negeri Tubei mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis : 

a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. 

b.  Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

c. Meningkatnyaakses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

d. Mengkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis 

dalam mencapai tujuan. Hubungan sasaran dan Indikator Kinerja Utama digambarkan 

sebagai berikut : 

No.  Tujuan  Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

1.  Terwujudnya 

kepercayaan 

masyarakat 

terhadap sistem 

peradilan melalui 

proses peradilan 

yang pasti, 

transparan dan 

akuntabel. 

Terwujudnya 

Proses Peradilan 

yang Pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel. 

 

Persentase perkara Perdata 

perdata yang diselesaikan tepat 

waktu 

Persentase sisa perkara Pidana 

yang diselesaikan 

Jumlah Putusan yang 

Menggunakan Pendekatan 

Keadilan Restoratif 

Persentase Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Banding 

Persentase Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum 

Kasasi 
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   Persentase Perkara Anak yang 

diselesaikan dengan Diversi 

Index persepsi pencari keadilan 

yang puas terhadap layanan 

peradilan 

2.  Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

Peningkatan 

efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

Persentase salinan putusan  

Perkara Perdata yang dikirim 

kepada para pihak tepat waktu 

Persentase salinan putusan  

Perkara Pidana yang dikirim 

kepada para pihak tepat waktu 

Persentase Perkara yang 

diselesaikan melalui Mediasi 

3.  Terwujudnya 

peningkatan akses 

peradilan bagi 

masyarakat miskin 

dan terpinggirkan 

Meningkatnya 

akses peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

Persentase pencari keadilan 

golongan tertentu yang 

mendapat layanan bantuan 

hukum (Posbakum) 

4.  Terwujudnya 

peningkatan 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

Persentase putusan perkara 

perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 
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A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 

encana strategis Pengadilan Negeri Tubei 2020-2024 pada hakikatnya 

merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan 

sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui 

penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan  

dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan terkait penyelesaian perkara agar 

tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, peningkatan efektivitas 

pengelolaan penyelesaian perkara, peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan 

terpinggirkan serta peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.  

 Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan 

tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi 

merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan 

dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. 

 Rencana strategis Pengadilan Negeri Tubei, merupakan gambaran dari kinerja 

lembaga  badan  peradilan  yang  lingkup  dalam  kurun  waktu tahun  2020 – 2024 

merupakan  suatu  proses yang berorientasi pada hasil yang  ingin  dicapai  sebagai  sarana 

atau proses untuk  tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh 

organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi: 

1. Visi Pengadilan Negeri Tubei 

  Visi Pengadilan Negeri Tubeiakan menjadi pandangan dan arah ke depan 

sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau 

target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru 

Mahkamah Agung 2010-2035. 

Visi Pengadilan Negeri Tubei mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI  adalah sebagai 

berikut : 
 
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TUBEIYANG AGUNG” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 
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Visi dimaksud bermakna sebagai berikut : 
 

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang 

merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. 

2. Misi Pengadilan Negeri Tubei 

  Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan 

fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna 

menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang  Undang Dasar 

1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi. 

   Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Negeri Tubei 

Kelas II, yaitu : 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tubei. 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tubei. 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tubei. 

Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan 

Peradilan Indonesia yang Agung” adalah sebagai berikut: 

 Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tubei 

  Pengadilan Negeri Tubeiadalah lembaga yang mandiri dan harus bebas 

dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. Kemandirian ini juga 

dimaksudkan para Hakim Pengadilan Negeri Tubei dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya dalam memutus perkara harus berdasarkan pada fakta dan dasar 

hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman, baik 

langsung atau tidak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.  

 

 Memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

  Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi pemberian 

pelayanan yang dilakukan Pengadilan Negeri Tubeiadalah dengan 

mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. 

Oleh karena itu adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Tubeiuntuk 
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meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang 

adil. 

 

 Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tubei 

  Kepemimpinan yang kuat merupakan faktor penting bagi optimalisasi 

efektivitas organisasi. Kepemimpinan berkaitan dengan hal-hal untuk mengatasi 

perubahan. Pemimpin menetapkan arah dengan mengembangkan suatu visi 

terhadap masa depan dan mengkomunikasikannya kepada setiap orang dan 

mengilhami orang-orang tersebut dalam menghadapi segala rintangan. Pemimpin 

harus mempunyai kemampuan memberi inspirasi bersama, yaitu memberikan 

gambaran ke masa depan dan membantu orang lain. Pempimpin juga harus 

mempunyai kemampuan membuat model pemecahan, yaitu memberi 

keteladanan. Kempimpinan di Pengadilan Negeri Tubeiharus dapat  

mempengaruhi bawahan agar terbentuk kerjasama dalam kelompok untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

 

 Meningkatkan Kredibilitas dan Tranparansi Pengadilan Negeri Tubei  

  Kredibilitas adalah keadaan/kondisi yang dapat dipercaya dan bisa 

dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya. Sementara transparansi adalah 

sesuatu hal yang tidak maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan 

ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama 

dan pengambilan keputusan kolektif. Kredibilitas akan mendekatkan dengan 

integritas dan akuntabilitas. Pengadilan Negeri Tubeidari waktu ke waktu selalu 

berupaya untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi organisasi dalam 

mendapatkan kepercayaan publik.  

3.   Tujuan Pengadilan Negeri Tubei 

  Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Tubei seperti yang 

telah dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam 

bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis 

organisasi. 

  Tujuan  strategis  merupakan  penjabaran  atau  implementasi  dari  

pernyataan  misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) 

sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Tubei berusaha mengidentifikasi apa yang 

akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam 
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memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan 

kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan 

memungkinkan Pengadilan Negeri Tubei untuk mengukur sejauh mana visi dan misi 

telah dicapai. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui 

proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; 

2. Terwujudnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; 

3. Terwujudnya   peningkatan   akses   peradilan   bagi   masyarakat   miskin   

dan terpinggirkan; 

4. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 

4. Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Tubei 
 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan 

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 

sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri 

Tubei adalah sebagai berikut :  

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 

 

B. Rencana Kinerja Tahun 2022 

encana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Tubei memuat angka target 

Perjanjian kinerja tahun 2022 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada   

tingkat   sasaran   dan  kegiatan.  Angka  target  kinerja  ini  akan  menjadi  

komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2022. Selain itu, dokumen Rencana 

Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan 

diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai 

Penetapan Kinerja. 
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Table 1. Rencana Kinerja Tahun 2022 

 

 

 

NO SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KIINERJA TARGET 

1. Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

a. Persentase perkara   Perdata  yang diselesaikan tepat waktu 

 

100 % 

 

b. Persentase perkara   Pidana  yang diselesaikan tepat waktu 

 

100 % 

 

c. Jumlah putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan 

Restoratif 

10 % 

d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum  

Banding 

 

100 % 

 

e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum  

Kasasi 

 

100 % 

 

f. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara 

Diversi 

90 % 

 

g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan 

peradilan 

100 % 

 

2. Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

a. Persentase salinan putusan  Perkara Perdata yang dikirim kepada 

para pihak tepat waktu 

100 % 

 

b. Persentase salinan putusan  Perkara Pidana yang dikirim kepada 

para pihak tepat waktu 

100 % 

 

c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 60 % 

 

3. Meningkatnya akses 

peradilan bagi 

masyarakat miskin 

dan terpinggirkan 

a.  Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat 

layanan bantuan hukum (Posbakum) 

100 % 

 

4. Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

10 % 
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P 
c. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

erjanjian kinerja Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2022 merupakan tolak 

ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Perjanjian 

Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang disusun 

pada awal tahun 2022. 

Table 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

 

 

 

NO SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KIINERJA TARGET 

1. Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

a. Persentase perkara   Perdata  yang diselesaikan tepat waktu 

 

100 % 

 

 

b. Persentase perkara   Pidana  yang diselesaikan tepat waktu 

 

100 % 

 

 

c. Jumlah putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan 

Restoratif 

10 % 

d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum  

Banding 

 

100 % 

 

e. Persentase  Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum  

Kasasi 

 

100 % 

 

f. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi 90 % 

 

g. Index  persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan 

peradilan 

100 % 

 

2. Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

a. Persentase salinan putusan  Perkara Perdata yang dikirim kepada 

para pihak tepat waktu 

100 % 

 

b. Persentase salinan putusan  Perkara Pidana yang dikirim kepada 

para pihak tepat waktu 

100 % 

 

c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 60 % 

 

3. Meningkatnya akses 

peradilan bagi 

masyarakat miskin 

dan terpinggirkan 

a.  Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat 

layanan bantuan hukum (Posbakum) 

100 % 

 

4. Meningkatnya 

kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 

10 % 
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Kegiatan Anggaran 

1.Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

Mahkamah Agung 
Rp. 3.102.590.000,- 

2.Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung Rp. 23.500.000,- 

3.Program peningkatan manajemen peradilan umum  Rp. 46.176.000,- 
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A. Capaian  Kinerja Tahun 2022 

 

aporan Kinerja adalah gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian 

pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan 

perencanaan strategis suatu organisasi. 

 Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan 

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran 

kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah 

dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan 

reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen 

untuk memperbaiki kinerja organisasi. 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tubei tahun 2022, 

dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator 

kinerja dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran 

yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. 

Secara umum terdapat  beberapa  keberhasilan  pencapaian  target  kinerja,  

namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam 

tahun 2022 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja 

tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 
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Table 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2022 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi  Target Capaian  

1. Terwujudnya Proses 
Peradilan yang Pasti, 
Transparan dan Akuntabel 

a.  Persentase perkara perdata 
yang diselesaikan tepat 
waktu  

 

 

100 % 100 % 

    

 
100% 

b. Persentase perkara Pidana 
yang diselesaikan tepat 
waktu 

100 % 100 % 

 

100% 

c.  Jumlah putusan yang 
menggunakan pendekatan 
Keadilan Restoratif 

0 10 % 0 

d. Persentase Putusan Perkara 
yang Tidak Mengajukan 
Upaya Hukum Banding 

90,71 % 100 % 

 

90,71% 

e. PersentasebPerkara yang 
Tidak Mengajukan Upaya 
Hukum Kasasi 

95,71% 100 % 

 

95,71% 

f. Persentase Perkara Anak 
yang diselesaikan secara 
Diversi 
 

9.99% 90 % 

 

11,11% 

g.  Index  persepsi pencari 

keadilan yang puas terhadap 

layanan peradilan 

93,28 % 100 % 

 

93,28% 

2. Peningkatan Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara 

a. Persentase salinan putusan 
perkara perdata yang dikirim 
kepada para pihak tepat 
waktu 

100 % 100 % 

 

100% 

b. Persentase salinan putusan 
perkara pidana yang dikirim 
kepada para pihak tepat 
waktu 

100 % 100 % 

 

100% 

c. Persentase Perkara yang 
diselesaikan melalui Mediasi 

0 60 % 

 

0 

3. Meningkatnya akses 
peradilan bagi 
masyarakat miskin dan 
terpinggirkan 

a. Persentase pencari keadilan 
golongan tertentu yang 
mendapat layanan bantuan 
hukum (Posbakum) 

100 % 100 % 100% 

4. Meningkatnya kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan 

a. Persentase putusan perkara 
perdata yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

0 10 % 0% 
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* Capaian     :     

Berikut ini merupakan analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Tubei 

Tahun 2022 sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut : 

 

 

  
Sasaran 1 :  Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel 

 
Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel adalah sasaran yang harus dicapai dalam rangka memenuhi tugas dan 

fungsi peradilan yang bertoleransi pada pelayanan peradilan yang Sigap. Sasaran 

peningkatan penyelesaian perkara tahun ini untuk mengukur peningkatan proses 

penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 Realisasi dan capaian Indikator Kiiinerja Sasaran “Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel” pada tahun 2022 serta 

perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini : 

Table 4. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel 

No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 
Realisasi  Target  Realisasi 

1. Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan Akuntabel 

a. Persentase perkara Perdata 
yang diselesaikan  tepat 
waktu 

 

100 % 100 % 

 

100% 

b. Persentase perkara Pidana 
yang diselesaikan tepat 
waktu 

100 % 100 % 100% 

c. Jumlah Putusan yang 
Menggunakan Pendekatan 
Keadilan Restoratif 

0 10 % 0 

d. Persentase Putusan Perkara 
yang Tidak Mengajukan 
Upaya Hukum Banding 

90,71 % 100 % 

 

90,71% 

e. Persentase Putusan Perkara 
yang Tidak Mengajukan 
Upaya Hukum Kasasi 

95,71 % 100 % 

 

95,71% 

Realisasi 
   X     100% 

Target 
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No Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 
Realisasi  Target  Realisasi 

f. Persentase Perkara Anak 
yang diselesaikan secara 
Diversi 

g.  

2 100 % 

 

11,11% 

h. Index persepsi pencari 
keadilan yang puas terhadap 
layanan peradilan 

93,28 % 100 % 

 

93,28% 

 
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA  

70,11 % 

 

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut: 

a. Sasaran 1 Perdata 

Indikator kinerja ke - 1:  Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan. 

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa 

perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus 

diselesaikan. 

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di 

tahun 2022. 

- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan 

dilakukan. 

Indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah alat 

ukur penyelesaian sisa perkara tahun 2021, yang harus diselesaikan pada tahun 

2022, Pengadilan Negeri Tubei menargetkan bahwa seluruh sisa perkara yang 

masuk di akhir tahun 2021 harus sudah selesai di tahun 2022. 

Pengadilan Negeri Tubei menargetkan bahwa seluruh sisa perkara 

perdata yang masuk di akhir tahun 2021 harus selesai di tahun 2022. 

Table 5. Keadaan Sisa Perkara Tahun 2021 yang Putus Tahun 2022 

NO Perkara Sisa Putus 

1 Perdata Gugatan 2 2 

2 Perdata Sederhana 0 0 
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3 Perdata Permohonan  0 0 

Total  2 2 

 

 Berikut ini data perkara perdata tahun 2021 yang diputus tahun 2022 : 

NO Nomor Perkara Tanggal Putusan 

1 5/pdt.G/2021/PN.Tub 19 Januari 2022 

2 6/pdt.G/2021/PN.Tub 24 Juni 2022 

 

Menurut data pada Tabel diatas sisa perkara perdata pada tahun 2021 

adalah sebanyak 2 perkara untuk perkara Perdata. Seluruh sisa perkara tahun 

2021 Perdata telah berhasil diselesaikan ditahun 2022 (100%). Rumus IKU yang 

didapat : 

Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan 100% 

 Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan 

Table 6. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan 

Indikator Kinerja Realisasi Target Capaian 

2022 2021 2020 

a. Persentase sisa 
perkara Perdata 
yang diselesaikan  

 
 

100% 

 

100 % 

 

 100% 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

 

 

 
Grafik 1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan 
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b. Sasaran 1 Pidana 

Indikator kinerja ke - 1:  Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan. 

Table 7. Keadaan Sisa Perkara Tahun 2021 yang Putus Tahun 2022 

NO Perkara Sisa Putus 

1 Pidana Biasa  2 2 

Total  2 2 

 

Berikut ini data perkara pidana tahun 2021 yang diputus tahun 2022 : 

NO Nomor Perkara Tanggal Putusan 

1 61/Pid.Sus/2021/PN.Tub 01/03/2022 

2 62/Pid.Sus/2021/PN.Tub 26/01/2022 

 

Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan 
100% 

Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Harus Diselesaikan 

 

Indikator Kinerja Realisasi Target Capaian 

2022 2021 2020 

a. Persentase sisa 
perkara Pidana 
yang diselesaikan  

100% 100 % 

 

100% 100 % 

 

100 % 

 

 

 

Grafik 2 Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan 
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Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-1 

a. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu 

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 

dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. 

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 
100% 

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan 

 

Tahun 
Jenis 

Perkara 

Perkara Yang 

Harus 

Diselesaikan 

Perkara Yang 

Diselesaikan 

Tepat Waktu 

Realisasi Target Capaian 

2022 Perdata 20 16 80 % 100% 80% 

2021 Perdata 26 25 96,15% 100% 96,15% 

2020 Perdata 26 25 96,15% 100% 96,15% 

Table 8. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu 

Dari tabel perdata diatas, dapat dilihat bahwa persentase perkara perdata yang diselesaikan 

tepat waktu pada tahun 2022 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2021 

dan tahun 2020. Pada tahun 2022 persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat 

waktu yaitu 80 % sedangkan tahun 2021 yaitu 96,15 % dan tahun 2020 96,55 %.  

Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu 

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu 

dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. 

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 
100% 

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan 
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Tahun 
Jenis 

Perkara 

Perkara Yang 

Harus 

Diselesaikan 

Perkara Yang 

Diselesaikan 

Tepat Waktu 

Realisasi Target Capaian 

2022 Pidana 102 91 89,21 % 100% 89,21% 

2021 Pidana 80 78 97,50 % 100% 97,50% 

2020 Pidana 94 90 95,74 % 100% 95,74% 

Table 9. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu 

Dari tabel pidana diatas, dapat dilihat bahwa persentase perkara pidana yang diselesaikan 

tepat waktu pada tahun 2022 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2021 

dan tahun 2020. Pada tahun 2022 persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 

yaitu 89,21 % sedangkan tahun 2021 yaitu 97,50 % dan tahun 2020 yaitu 95,74 %. Hal ini 

dikarenakan pelimpahan perkara pidana dibulan Desember tahun 2021 tidak ada, sehingga 

hanya menyelaikan perkara pidana yang masuk dibulan Novemeber tahun 2021. 

 

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4 

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 

a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah 

diputus. 

Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya 

Hukum Banding 100% 

Jumlah Perkara Diputus 
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Table 10. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 

Tahun 
Perkara 

Putus 

Perkara 

Yang 

Mengajukan 

Banding 

Perkara 

Yang Tidak 

Mengajukan 

Banding 

Realisasi Target Capaian 

2022 140 13 127 90,71 % 100% 90,71% 

2021 87 9 78 89,65 % 100% 89,65% 

2020 120 11 109 90,83 % 100% 90,83% 

 

Dari tabel diatas, persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 

yaitu sebesar 90,71 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2020, persentase 

jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya banding mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya dimana pada tahun 2020 persentase jumlah yang tidak mengajukan upaya 

hukum banding yaitu sebesar 90,83% dan tahun 2021 sebesar 89,65%. Hal ini dikarekan 

jumlah perkara yang masuk dan diputus pada tahun 2022 lebih banyak bila dibandingkan 

dari tahun 2021 dan tahun 2020. Namun jika dilihat dari jumlah perkara yang mengajukan 

banding di tahun 2021 lebih sedikit dibandinglkan tahun 2020. Jumlah perkara yang 

mengajukan banding ditahun 2021 sebanyak 9 perkara sedangkan ditahun 2020 sebanyak 

11 perkara. 

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus. 

Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi 
100% 

Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan 

Table 11. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 

Tahun 
Perkara 

Putus 

Perkara Yang 

Mengajukan 

Kasasi 

Perkara 

Yang Tidak 

Mengajukan 

Kasasi 

Realisasi Target Capaian 

2022 170 6 170 95,71 100% 95,71% 

2021 87 6 81 93,10 100% 93,10% 

2020 120 8 112 93,3 100% 93,3% 
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Dari tabel diatas, persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

kasasi, ditahun 2022 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2021 

dan tahun 2020. Persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

kasasi pada tahun 2022 sebesar 95,71% sedangkan pada tahun 2021 sebesar 

93,10% dan tahun 2020 sebesar 93,3% meskipun jumlah perkara yang masuk dan 

diputus pada tahun 2022 lebih banyak bila di bandingkan pada tahun 2021 dan bila 

disbanding tahun 2020 jumlah perkara diputus lebih sedikit namun bila dilihat dari 

jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi, tahun 2022 sama dari tahun 

2021 dimana tahun 2022 jumlah perkara yang mengajukan Kasasi sebanyak 6 

Perkara sedangkan tahun 2021 sebanyak 6 Perkara. 

 

 

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4 

Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi 
 

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara anak yang masuk dan 

diversi  diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara anak yang masuk 

seluruhnya. 

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun 

(“PP 65/2015”). 

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan 

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. 

Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai 

pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA : 

(1)  Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan 

negeri wajib diupayakan Diversi. 

(2)  Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana 

yang dilakukan: 
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a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan 

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 

Table 12. Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi 

Tahun 

Jumlah 

Perkara 

Anak 

Diselesaikan 

Secara 

Diversi 

Target Realisasi Capaian 

2022 1 1 100% 100% 100% 

2021 14 4 100% 28,57% 28,57% 

2019 13 0 100% 0% 0% 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase jumlah perkara anak yang diselesaikan 

dengan diversi pada tahun 2022 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 

2021 dan tahun 2020. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi pada 

tahun 2021 sebesar 28,57% dan tahun 2020 sebesar 0%. Hal ini dikarenakan jumlah 

perkara anak yang berhasil diselesaikan dengan diversi ditahun 2022 lebih sedikit yaitu 

sebanyak 1 perkara bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 4 perkara. Hal ini juga 

dipengaruhi dengan kondisi perkara anak yang bisa diselesaikan dengan diversi dan yang 

tidak bisa diselesaikan dengan diversi. 

 

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-5 

Index Kepuasan Pencari Keadilan 

 

 Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei 

kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan 

pengadilan di Pengadilan Negeri Tubei, Survei dilakukan dengan berpedoman 

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 

dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus 

≥ 80.  

 

 Hasil survei  

PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 

Periode 1 Oktober 2022 sampai 31 Desember 2022 
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SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 

NILAI INDEKS 

3,94/98,45% 

 

Jumlah  52 RESPONDEN 

Jenis Kelamin LAKI-LAKI : 42 

  PEREMPUAN : 10 

Pendidikan tidak/Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 

  SD : 3   Diploma 3 : 0 

  SMP : 2   S1 : 15 

  SMU : 32  S2 : 0 

  Diploma 1 : 0  S3 : 0 

Pekerjaan PNS : 2   SWASTA : 3 

  TNI : 0   WIRAUSAHA : 8 

  POLRI : 17  TENAGA KONTRAK : 0 

  LIANNYA : 22 

 

Table 13. Indeks Kepuasan Pencarian Keadilan 

Tahun 

Jumlah 

Responden 

Survei 

Jumlah Responden Pencari 

Keadilan yang Puas Terhadap 

Layanan Peradilan  

Target Realisasi Capaian 

2022 280 280 100% 100 100 

2021 293 293 100% 91,20% 91,20% 

2020 300 300 78% 83,43% 83,43% 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Tubei 

sama pada tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya di 2021. Indeks 

Kepuasan Masyarakat ditahun 2022 sebesar 100%, lebih tinggi dari tahun 2021 

sebesar 91,20%. Hal ini dikarenakan monitoring dan evaluasi terhadap Indeks 

Kepuasan Masyarakat ditahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik. 
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Table 14. Peningkatan Evektivitas Pengelolaan penyelesaian Perkara 

Indikator Kinerja TARGET REALISASI CAPAIAN 

a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada 
para pihak tepat waktu 

100% 100% 100% 

b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada 
para pihak tepat waktu 

100% 100% 100% 

c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 60% 0% 0% 

RATA RATA CAPAIAN KINERJA 100% 

 

Table 15. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2022 

Indikator Kinerja 
Target Realisasi Capaian 

2022 2022 2022 2021 2020 

a. Persentase salinan putusan perkara 
perdata yang dikirim kepada para pihak 
tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

b. Persentase salinan putusan perkara 
pidana yang dikirim kepada para pihak 
tepat waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 

c. Persentase Perkara yang diselesaikan 
melalui Mediasi 

60% 0% 0% 0% 0% 

Grafik 3. Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2020-2022 

 
 

Sasaran 2 Indikator ke 1 

Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu 

 

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim 

kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan.  

 

 

 

  Sasaran 2 :  Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 
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Table 16. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2019-2022 

Tahun 
Jumlah 

Putusan  

Salinan 

Putusan 

Yang Dikirim 

Target Realisasi Capaian 

2022 170 170 100% 100% 100% 

2021 87 87 100% 100% 100% 

2020 120 120 100% 100% 100% 

 

 

Jumlah putusan pada tahun 2022 adalah sebanyak 170 perkara dan jumlah salinan 

putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 170 perkara, sehingga 

realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100 %, dengan capaian 100 % 

 

 

Sasaran 2 Indikator ke 2 

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi 

 

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan 

melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.  

 

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan 

ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan 

pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui 

Mediasi, kecuali: 

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu 

penyelesaiannya meliputi antara lain: 

a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga; 

b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan 

Industrial; 

c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 

d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; 

e. permohonan pembatalan putusan arbitrase; 
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f. keberatan atas putusan Komisi Informasi; 

g. penyelesaian perselisihan partai politik; 

h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan 

i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang 

waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau 

tergugat yang telah dipanggil secara patut; 

3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara 

(intervensi); 

4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan 

perkawinan; 

5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar 

pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar 

di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan 

yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat 

 

Table 17. Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2020-2022 

Tahun 

Perkara 

Yang 

Dilakukan 

Mediasi 

Perkara Yang 

Berhasil 

Diselesaikan 

Melalui 

Mediasi 

Target Realisasi Capaian 

2022 0 0 100% 0% 0% 

2021 6 0 100% 0% 0% 

2020 5 1 100% 0,2% 0,2% 

 

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 0 perkara, 

namun jumlah perkara yang berhasil dilakukan mediasi pada tahun 2022 adalah 

sebanyak 0 perkara dan, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 0%, 

dengan capaian 0%.  
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Sasaran 3 

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan 

Terpinggirkan 

 
Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014. 

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri 

dari: 

a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara; 

b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan 

c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri. 

Table 18. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggir 

Indikator Kinerja 
Capaian 

2022 2021 2020 

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat 

layanan bantuan hukum (Posbakum) 
100% 100% 100% 

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 100% 100% 100% 

Grafik 4. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan Tahun 2020-2022 
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Sasaran 3 Indikator ke 1 
 

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum) 

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan 

tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan 

golongan tertentu. 

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu 

secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum 

yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan 

bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. 

Table 19. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 

Tahun 

Jumlah 

Pencari 

Keadilan 

Golongan 

Tertentu 

Jumlah Pencari 

Keadilan Golongan 

Tertentu Yang 

Mendapat Layanan 

Bantuan Hukum 

Target Realisasi Capaian 

2022 14 14 100 % 100 % 100 % 

2021 11 11 100 % 100 % 100 % 

2020 12 12 100 % 100 % 100 % 

 

Tahun 2022 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 14 perkara dan 

yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 14 perkara, maka 

realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100%. 

 

Sasaran 4 

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

Table 20. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 

Indikator Kinerja 
Capaian 

2022 2021 2020 

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 

(dieksekusi) 
0% 0% 100% 

Jumlah Perkara  0 0 1 
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Grafik 5. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2019-2021 

 
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022 

Pengadilan Negeri Tubei memiliki 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 

yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan Nomor 

DIPA : DIPA-005.01.2.673055/2022 dengan Pagu sebesar Rp 3.786.090.000,- dan 

DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) dengan Nomor DIPA : DIPA- 

005.03.2. 673056/2022 dengan PAGU sebesar Rp 46.176.000,-. 

 

N
o 
 

DIPA 
Jenis 

Belanja 
 

Pagu 
 

Realisasi 
s/d 31-12- 

2022 
 

% 
 

Sisa 
Anggaran 
per 31-12- 

2021 
 

1 DIPA 
01 
(BUA) 

Belanja 
Pegawai (51) Rp 2,588,153,000 

Rp2.582.732.056
- 

 
99,79 Rp 5.420.944 

Belanja Barang 
(52) Rp.1.174.437.000,- 

Rp1.114.599.152
,- 

 
94.90 Rp 59.837.848 

Belanja Modal 
(53) 

Rp23.500.000,- Rp 23.499.265,- 100 Rp 735 

2 DIPA 
03 
(BADIL
UM) 

Belanja Barang 
(52) 

Rp 46.176.000,- Rp 35.283.200,- 76.41 Rp.10.892.800 

 

Tabel 4.1 DIPA Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2022 
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NO BULAN MAP 

425231 

MAP 

425232 

MAP 

425233 

MAP 

425239 
TOTAL 

1 Januari 0 0 Rp. 0,- Rp. 165.000,- Rp. 165.000,- 

2 Februari 0 0 Rp.50.000,- Rp.42..500,- Rp.92.500,- 

3 Maret 0 0 Rp. 0,- Rp.356.000,- Rp.356.000,- 

4 April 0 0 Rp.0,- Rp.84.500,- Rp. 84.500,- 

5 Mei 0 0 Rp. 0,- Rp.34.000,- Rp.34.000,- 

6 Juni 0 0 Rp.0,- Rp.191.000,- Rp.191.000,- 

7 Juli 0 0 Rp. 30.000,- Rp.47.000,- Rp.77.000,- 

8 Agustus 0 0 Rp.120.000,- Rp.176.000,- Rp.296.000,- 

9 September 0 0 Rp.90.000,- Rp. 304.000,- Rp. 394.000,- 

10 Oktober 0 0 Rp.30.000,- Rp.167.000,- Rp.197.000,- 

11 November 0 0 Rp0,- Rp.300.000,- Rp.300.000,- 

12 Desember 0 0 Rp. 0,- Rp130.000 Rp. 130.000 

TOTAL Rp.2.317.000 

Tabel 4. 2 Penerimaan PNBP Yang Berasal Dari Pemungutan Hak-Hak 

Keterangan :  

MAP 425231 : Pendapatan surat pengesahan surat di bawah tangan 

MAP 425232 : Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan 

Peradilan 

MAP 425233 : Pendapatan Ongkos Perkara 

MAP 425239 : Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya 

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetorkan 

ke kas negara untuk DIPA Badilum sampai dengan 31 Desember 2022 adalah   

Rp.2.317.000,- yang berasal dari pendapatan legalisasi tanda tangan, Pendapatan 

uang meja (leges) dan upah pada panitera badan peradilan, Pendapatan ongkos 

perkara, pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya dan pendapatan 

pengesahan surat di bawah tangan. 
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A. SIMPULAN  
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) dari Pengadilan Negeri Tubei 

merupakan suatu perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas dari lembaga Pengadilan 

Negeri Tubei, kerena pada (LKjlP) digambarkan capaian kinerja (Performance Result) 

Kantor Pengadilan Negeri Tubei selama tahun 2022.  

 

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu 

dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, 

karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat 

ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu 

sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.  

 

Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan (LKjlP) maka dibandingkan antara 

matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel 

keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan 

penjabaran kegiatan program yang tertuang dalam rencana strategis, sehingga terdapat 

kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tubei Tahun 2022 

ini merupakan gambaran pencapaian kinerja dan dapat dipertanggung jawabkan 

sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Laporan 

Akuntabilitas ini juga sebagai wujud transparansi laporan pelaksanaan kegiatan yang 

dilaksanakan berdasarkan rencana strategis Pengadilan Negeri Tubei. 

 

Secara umum tujuan sasaran program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri 

Tubei Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang 

diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna memenuhi tuntutan pelayanan 

masyarakat yang semakin tinggi. 

 
 
 

 BAB IV 
PENUTUP 
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1. Keberhasilan.  

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan 

adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. 

Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari berjalannya sistem kerja yang 

berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. 

Pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Tubeipada tahun 2022 telah memenuhi 

target dalam uraian sebagai berikut :  

 Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) baik teknis maupun 

administrasi telah berhasil dengan baik.  

 Proses penyelesaian sisa perkara tahun 2021 dan proses penyelesaian perkara 

pada tahun 2022 pada prinsipnya telah berjalan dengan baik.  

 Penyampaian berkas perkara yang dinyatakan lengkap dan didistribusikan ke 

Majelis Hakim sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan dengan memeperhatikan pola Bindalmin (Buku II).  

 Penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi 

(tupoksi) Pengadilan Negeri Tubei tahun 2022 ini telah mulai terealisasi.  

 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 

meningkat, dibuktikan dari hasil Index Kepuasan Masyarakat yang semakin 

meningkat. (98,45%). 

 Perkara anak yang berhasil melakukan diversi mengalami peningkatan dari 

tahun 2020. 

2. Ketidakberhasilan. 

Ketidakberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan terdapat 

dalam 3 (tiga) indikator sasaran kinerja yakni :  

 Dalam sasaran penyelesaian perkara melalui mediasi dengan indikator 

persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 0%, sehingga tidak 

mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. 
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3. Kendala. 

a. Mutasi atau Promosi staf ke luar Pengadilan Negeri Tubei tidak diimbangi 

dengan mutasi staf ke Pengadilan Negeri Tubei.  

b. Tenaga  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) ,  khususnya  menyangkut  

pegawai/staf  yang berkaitan dengan IT masih kurang,  sehingga untuk  

penyelesaian tugas-tugas berkaitan dengan IT menggunakan tenaga honorer. 

 

4. Langkah Strategis. 

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Tubei akan menempuh langkah 

strategis untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Tubei dengan cara 

sebagai berikut :  

a. Meningkatkan realisasi dan capaian kinerja untuk mencapai target jangka 

menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis 2020 – 2024.  

b. Meningkatkan inovasi untuk menunjang pelayanan Prima di Pengadilan 

Negeri Tubei.  

c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Tubei 

dengan mengusulkan pegawai untuk mengikuti Diklat yang menunjang 

kinerja pegawai untuk menunjang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) 

peradilan. 

d. Meningkatkan anggaran sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan 

pelayanan peradilan.  

 
 

B. REKOMENDASI 
 

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran 

yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan 

oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan 

dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Negeri Tubei Kelas II. Berikut ini 

beberapa saran diungkapkan dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik 

dimasa yang akan datang : 

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument kontrol yang objektif dan 

transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan 
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Negeri Tubei sesuai dengan core bussines (ciri khas) dari tugas fungsinya dan 

keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara.  

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat 

dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai 

alat evaluasi kinerja bagi masing-masing instansi. 

3. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari 

data dua tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah 

karena berdasarkan analisis pengukuran kinerja masih ada capaian kinerja yang 

melebihi 100%.  

4. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrument objektif yang tidak 

berpihak.  

5. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrument punish 

and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan 

instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan 

evaluasi LKjIP) yang harus optimal.  

6. Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP).  

7. Lebih mengoptimalkan penerapan SAKIP pada Mahkamah Agung mulai dari 

penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Perjanjian Kinerja, 

LKjIP, antara lain :  

a. Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti rencana Kinerja 

Tahunan, penganggaran, Perjanjian Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan Renstra 

sebagai acuan.  

b. Mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal 

termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga Pengadilan Negeri 

Tubeidapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.  

8. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian 

sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2020 - 2024. 

9. Capaian sasaran dalam LKjIP Tahun 2022 ini sebagai masukan dalam proses 

pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Tubei di 

masa mendatang. 
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10. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data 

kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan 

kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.  

11. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas 

antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga 

kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel. 
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SURAT KEPUTUSAN 

KETUA PENGADILAN NEGERI TUBEI 

NOMOR : W8.U8/              /KP.04/12/2022 

TENTANG 

PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN TIM PENYUSUN 

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 

PENGADILAN NEGERI TUBEI TAHUN 2022 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI TUBEI  

 

Menimbang  :  a. Bahwa dalam  rangka melaksanakan Intruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, 

maka perlu menunjuk dan mengangkat Tim yang bertugas 

sebagai Peyususn Laporan Kinerja Instansi Pemrintah 

Pengadilan Negeri Tubei;  

  b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini 

dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim 

Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 

2022; 

    

Mengingat :   

  a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua  atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung; 

  b. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan 

Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat 

Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasrkan Indikator 

 
 
 
 

 LAMPIRAN 1 

SK TIM PENYUSUN LKJIP 
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Kinerja Utama masing-masing; 

  c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrsi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama; 

  d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

(MenPAN) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan 

Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi; 

  e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan 

Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011, tentang 

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dan 

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014; 

Memperhatikan : Surat SEKMA Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 

Desember 2022 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP. 

   

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :   

Pertama : Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam 

jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur lima dalam Lampiran 

Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Tubei; 

Kedua  : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan 

ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 
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Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tubei 

Nomor : W8.U8/     /KP.04/12/2022/PN.Tub 

Tanggal :       Desember 2022 

 

PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN TIM PENYUSUN 

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 

PENGADILAN NEGERI TUBEI TAHUN 2022 

 

N

O 

NAMA/ NIP JABATAN JABATAN DALAM 

TIM 

1 2 4 5 

1. 
FAKHRUDDIN, SH. MH. 

NIP. 197811022003121001 
Ketua  Pelindung/ Penasehat 

2. 
SIMON CP SITORUS, SH. 

NIP. 198012092006041003 
Wakil Ketua Pengawas 

3. 
AK BAGUS INDARYANTO, SH. 

NIP. 197203312000121002 
Panitera Penanggungjawab 

4. 
HERI HERYANTO, SH. 

NIP. 197206031993031002 
Sekretaris Ketua Tim  

5. 
THOMAS SILYAMET 

NIP. 197303231993031001 

Kasubbag Perencanaan 

Teknologi Informasi dan 

Pelaporan 

Sekretaris 

6. 
HENDRI M, SH. 

NIP. 198609052009121004 
Penitera Muda Perdata Anggota  

7. 
YURIS PRAWIRATAMA, SH. 

NIP. 198709192012121001 
Penitera Muda Hukum Anggota  

8. 
BONI MANIK, SH. 

NIP. 198304162009121004 
Penitera Muda Pidana Anggota  

9. 
PUTERI OCTARIA INDAH SARI,SH 

NIP. 198410242014032003 

Kasubbag Umum dan 

Keuangan 
Anggota  

10

. 

SAYU MADE OKA SULFITRI, S.Sos 

NIP. 198008122003122004 

Kasubbag kepegawaian, 

Organisasi dan Tata 

Laksana 
Anggota  

11

. 

LOIS APRILIYETI, SH 

NIP. 198504262011012003 

Analis Perencanaa evaluasi 
dan pelaporan 

Anggota  

 

KETUA PENGADILAN NEGERI TUBEI 

 

FAKHRUDDIN, S.H.,M.H 

NIP.197811022003121001 
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NO 
KINERJA 

UTAMA 
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN 

PENANGGUNG 

JAWAB 

SUMBER 

DATA 

1.  Terwujudnya 

Proses 

Peradilan 

yang Pasti, 

Transparan 

dan Akuntabel 

Persentase Sisa Perkara 

Perdata yang 

Diselesaikan  

 

Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan 
100% 

Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan 

Catatan : 

 Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun 

sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya 

yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa 

perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 

tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan 

Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

2.   Persentase Sisa Perkara 

Pidana yang 

Diselesaikan  

Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan 
100% 

Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Harus Diselesaikan 

Catatan : 

      Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun 

sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang 

harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa 

perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 

2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 

Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TUBEI 



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI TUBEI 
2022 

 
 

 

3.   Persentase Perkara 

Perdata yang 

Diselesaikan Tepat 

Waktu  

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 
100% 

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan 

 

Catatan : 

 Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. 

Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada 

bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang 

penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 

4 (empat) lingkungan peradilan. 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

4.   Persentase Perkara 

Pidana  yang 

Diselesaikan Tepat 

Waktu  

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 
100% 

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan 

 

Catatan : 

Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. 

Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan 

berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang 

penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 

(empat) lingkungan peradilan. 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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5.   Persentase Perkara 

yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Banding

  

 

 

 

 

 

Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya 

Hukum Banding 100% 

Jumlah Perkara Diputus 

 

Catatan : 

 Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan 

upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka 

waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini 

diinput dalam jangka waktu triwulan. 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

6.   Persentase Perkara 

Yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Kasasi

  

Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi 
100% 

Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan 
 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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7.   Persentase perkara 

yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum 

Peninjauan Kembali

  

 

Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan 

Upaya Hukum Peninjauan Kembali 100% 

Jumlah Perkara yang Telah Diputus 

 

Catatan : 

 Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan 

upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus 

pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini 

diinput dalam jangka waktu tahunan. 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

8.   Persentase Perkara 

Pidana Anak yang 

Diselesaikan dengan 

Diversi  

 

Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan 

Diversi 100% 

Jumlah Perkara Pidana Anak 
 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

9.   Jumlah Putusan yang 

Menggunakan 

Pendekatan Keadilan 

Restoratif 

Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Restoratif 
100% 

Jumlah Putusan Pendekatan Restoratif 
 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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10.   Index Kepuasan Pencari 

Keadilan  

 

Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap 

Layanan Peradilan 100% 

Jumlah Responden Pencari Keadilan 

 

Catatan : 

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

11.  Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

Persentase Salinan 

Putusan Perkara 

Perdata yang dikirim 

kepada Para Pihak tepat 

waktu  

 

Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada 

Para Pihak tepat waktu 100% 

Jumlah Perkara Perdata yang Diputus 

 

Catatan : 

 Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran 

Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 

tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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12.   Persentase Salinan 

Putusan Perkara Pidana 

yang dikirim kepada 

Para Pihak Tepat Waktu

  

 

Jumlah Salinan Putusan  Perkara Pidana yang dikirim kepada 

Para Pihak Tepat waktu 100% 

Jumlah Perkara Pidana yang Diputus 

 

Catatan : 

 - Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran 

Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 

tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan 

Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

13.   Persentase Perkara 

yang Diselesaikan 

Melalui Mediasi  

 

Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 
100% 

Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi 
 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

14.   Persentase Berkas 

Perkara yang 

Dimohonkan Banding, 

Kasasi, dan PK yang 

Diajukan Secara 

Lengkap dan Tepat 

Waktu  

 

Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi 

dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 
100% 

Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi 

dan PK 
 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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15.   Persentase Putusan 

Perkara yang Menarik 

Perhatian Masyarakat 

yang Dapat Diakses 

Secara Online dalam 

Waktu 1 Hari Setelah 

Putus  

 

Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat 

yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari 

Setelah Putus 100% 

Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat 
 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

16.  Meningkatnya 

Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat 

Miskin dan 

Terpinggirkan 

Persentase Pencari 

Keadilan Golongan 

Tertentu yang Mendapat 

Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum)

  

 

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat 

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% 

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu 
 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 

17.  Meningkatnya 

Kepatuhan 

terhadap 

Putusan 

Pengadilan 

Persentase Putusan 

Perkara Perdata yang 

Ditindak lanjuti 

(Dieksekusi)  

 

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti 

(Dieksekusi) 
100% 

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan 

dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) 

 

Catatan : 

 adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah 

jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan 

berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada 

bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang 

ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 

Panitera Laporan 

Bulanan 

dan 

Laporan 

Tahunan 
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LAMPIRAN 4 

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021- 2024 

 

No 

Tujuan Target 

Jangka 

Menengah 

(5 Tahun) 

Sasaran Target 

Uraian Indikator kinerja Uraian Indikator kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 

 

Terwujudnya 

Proses 

Peradilan yang 

Pasti. 

Transparan 

dan Akuntabel 

 

Persentase sisa perkara  

Perdata 

yang diselesaikan  

 

100 % 

 

Terwujudnya Proses 

Peradilan yang Pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

 

a. Persentase sisa perkara  Perdata 
yang diselesaikan 

 

100 % 

 

 

100 %  

 

 

100 %’ 

 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

Persentase sisa perkara  

Pidana 

yang diselesaikan 

98 % b. Persentase sisa perkara  Pidana 
yang diselesaikan 

100 % 

 

100 %  

 

98 % 

 

98 % 98 % 

Persentase Perkara  

Perdata yang diselesaikan 

tepat waktu  

 

100 % 

 

c.  Persentase Perkara  Perdata yang 
diselesaikan tepat waktu  

 

100 % 

 

100 %  

 

100 %’ 

 

100 % 

 

100 % 

 

Persentase Perkara  

Pidana yang diselesaikan 

tepat waktu  

 

100% d. Persentase Perkara  Pidana yang 
diselesaikan tepat waktu  

100 % 

 

100 %  

 

100 %’ 

 

100 % 

 

100 % 

 

- Persentase perkara yang 
tidak mengajukan upaya 
hukum  Banding 

100% e. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum  Banding 

100 % 

 

100 %  

 

100 %’ 

 

100 % 

 

100 % 

 

Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

100% f. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum Kasasi 

100 % 100 %  100 %’ 100 % 100 % 
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hukum Kasasi 

 

     

Persentase perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum PK 

-  

100 % 

 

g. Persentase perkara yang tidak 
mengajukan upaya hukum PK 

 

100 % 

 

100 %  

 

100 %’ 

 

100 % 

 

100 % 

 

Persentase perkara 

pidana yang diselesaikan 

dengan Diversi 

90% h. Persentase perkara pidana yang 
diselesaikan dengan Diversi 

 

100 % 

 

100 %  

 

90% 90% 90% 

Jumlah Putusan yang 

Menggunakan Pendekatan 

Keadilan Restoratif 

10 % i. Jumlah Putusan yang 
Menggunakan Pendekatan 
Keadilan Restoratif 

- - 10 % 10% 10% 

Indeks responden pencari 

keadilan yang puas 

terhadap layanan 

peradilan: 

100 % j. Indeks responden pencari keadilan 
yang puas terhadap layanan 
peradilan. 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

2 Terwujudnya 

Penyederhan

aan proses 

penangan 

perkara 

melalui 

pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi 

 

Persentase salinan 

putusan perkara perdata 

yang dikirim kepada 

para pihak  tepat waktu  

 

 

100 %  

 

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara 

 

a. Persentase salinan putusan 
perkara perdata yang dikirim 
kepada para pihak  tepat waktu  

 

 

100 %  

 

100 % 

 

100 %  

 

100 % 

 

100 % 

Persentase salinan 

putusan perkara pidana 

yang dikirim kepada 

 

100 %  

b. Persentase salinan putusan 
perkara pidana yang dikirim 
kepada para pihak  tepat waktu  

 

 

100 %  

 

100 % 

 

100 %  

 

100 % 

 

100 % 
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para pihak  tepat waktu  

 

Persentase perkara yang 

diselesaikan melalui 

mediasi 

60 % 

i. 1
0
 
% 

c. Persentase perkara yang 
diselesaikan melalui mediasi 

60 % 

 

60 % 

 

60 % 

 

60 % 

 

60 % 

 

Persentase berkas 

perkara yang diajukan 

banding, kasasi dan PK 

secara lengkap dan tepat 

waktu 

100 % d. Persentase berkas perkara yang 
diajukan banding, kasasi dan PK 
secara lengkap dan tepat waktu 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Persentase putusan 

perkara yang menarik 

perhatian masyarakat 

yang dapat diakses secara 

online dalam waktu 1 hari 

setelah diputus 

100 % e. Persentase putusan perkara yang 
menarik perhatian masyarakat 
yang dapat diakses secara online 
dalam waktu 1 hari setelah diputus 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

3 Terwujudnya 

Pelayanan 

Peradilan bagi 

Masyarakat  

Miskin dan 

Terpinggirkan 

 

Persentase pencari 

keadilan golongan tertentu 

yang mendapat layanan 

bantuan hukum 

(Posbakum) 

 

100 % 

 a. Persentase pencari keadilan 
golongan tertentu yang mendapat 
layanan bantuan hukum 
(Posbakum) 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

4 Peningkatnya 

Kepatuhan 

Terhadap 

Putusan 

Pengadilan 

Persentase putusan 

perkara perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi) 

10 % Peningkatnya 

Kepatuhan Terhadap 

Putusan Pengadilan 

a. Persentase putusan perkara 
perdata yang ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 
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 LAMPIRAN 5 

RENCANA KINERJA (RKT) TAHUN 2022 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KIINERJA  TARGET 

1. Terwujudnya Proses Peradilan 

yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel 

a. Persentase perkara  Perdata  yang diselesaikan 

tepat waktu 

100 % 

 

b. Persentase perkara  Pidana  yang diselesaikan tepat 

waktu 

100 % 

c. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan 

Keadilan Restoratif 

10 % 

d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya Hukum Banding 

100 % 

e. Persentase Putusan Perkara yang Tidak  

Mengajukan Upaya  Kasasi 

100 % 

 

f. Persentase Perkara  Anak yang diselesaikan secara 

Diversi 

90 % 

g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap 

layanan peradilan 

100 % 

2. Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

a. Persentase salinan putusan  Perkara Perdata yang 

dikirim kepada para pihak tepat waktu 

100 % 

b. Persentase salinan putusan  Perkara Pidana yang 

dikirim kepada para pihak tepat waktu 

100 % 

c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui 

Mediasi 

 

60 % 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi 

masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang 

mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) 

 

100 % 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

a. Persentase putusan perkara perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi) 

 

10 % 
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 LAMPIRAN 6 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KIINERJA  TARGET 

1. Terwujudnya Proses Peradilan 

yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel 

a. Persentase perkara  Perdata  yang diselesaikan 

tepat waktu 

- Banding 

- Kasasi 

 

100 % 

100% 

 

b. Jumlah Putusan yang menggunakan 

pendekatan Restorative Justice  

 

 

 

-  

 

10% 

c persentase putusan perkara yang tidak 

mengajukan Upaya Hukum : 

- Banding 

- Kasasi 

 

100% 

100% 

c. Persentase perkara anak yang diselesaikan 

dengan Diversi 

90 % 

d. Index persepsi pencari keadilan yang puas 

terhadap layanan peradilan 

100 % 

2. Peningkatan Efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian Perkara 

a. Persentase salinan putusan  Perkara Perdata yang 

dikirim kepada para pihak tepat waktu 

100 % 

b. Persentase salinan putusan  Perkara Pidana yang 

dikirim kepada para pihak tepat waktu 

100 % 

c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui 

Mediasi 

 

60 % 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi 

masyarakat miskin dan 

terpinggirkan 

a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu 

yang mendapat layanan bantuan hukum 

(Posbakum) 

 

100 % 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap 

putusan pengadilan 

a. Persentase putusan perkara perdata yang 

ditindaklanjuti (dieksekusi) 

 

10 % 

Kegiatan Anggaran 

1.Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

Mahkamah Agung 

Rp. 3.102.590.000,- 

2.Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung Rp. 23.500.000,- 

3.Program peningkatan manajemen peradilan umum  Rp. 46.176.000,- 
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LAMPIRAN 7 

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022 PER TRIWULAN 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Triwulan I Triwulan II Triwulan II Triwulan IV 

Target Realisasi  Capaian (%) Target Realisasi  Capaian (%) Target Realisasi  Capaian (%) Target Realisasi  Capaian (%) 

Terwujudnya 

Proses Peradilan 

yang Pasti, 

Transparan dan 

Akuntabel 

a. Persentase perkara Perdata yang 

diselesaikan tepat waktu  

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

b. Persentase perkara Pidana yang 

diselesaikan tepat waktu  

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

c. Jumlah Putusan yang 

Menggunakan Pendekatan 

Keadilan Restoratif 

10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 10% 0% 0% 

d. Persentase Putusan Perkara yang 

Tidak Mengajukan  Upaya 

Hukum Banding 

 

100 % 90,71% 90,71% 100 % 90,71% 90,71% 100 % 90,71% 90,71% 100 % 90,71% 90,71% 

e. Persentase Putusan Perkara yang 

Tidak Mengajukan  Upaya Hukum 

Kasasi 

100 % 95,71% 95,71% 100 % 95,71% 95,71% 100 % 95,71% 95,71% 100 % 95,71% 95,71% 

f. Persentase Perkara Pidana Anak 

yang diselesaikan secara Diversi 90 % 9.99 % 11,11 % 90 % 9.99 % 11,11 % 90 % 9.99 % 11,11 % 90 % 9.99 % 11,11 % 

g. Persentase Putusan Perkara yang 

Tidak Mengajukan  Upaya Hukum 

Peninjauan Kembali 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

h. Index persepsi pencari 

keadilan yang puas 

terhadap layanan peradilan 

100 % 93,28% 93,28% 100 % 93,28% 93,28% 100 % 93,28% 93,28% 100 % 93,28% 93,28% 

Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

a. Persentase salinan putusan  Perkara 

Perdata yang dikirim kepada para 

pihak tepat waktu 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Penyelesaian 

Perkara 

b. Persentase salinan putusan  Perkara 

Pidana yang dikirim kepada para 

pihak tepat waktu 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

c. Persentase Perkara yang 

diselesaikan melalui Mediasi 60 % 0 % 0 % 60 % 0 % 0 % 60 % 0 % 0 % 60 % 0 % 0 % 

Meningkatnya 

akses peradilan 

bagi masyarakat 

miskin dan 

terpinggirkan 

a. Persentase pencari keadilan 

golongan tertentu yang mendapat 

layanan bantuan hukum 

(Posbakum) 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Meningkatnya 

kepatuhan 

terhadap 

putusan 

pengadilan 

a. Persentase putusan perkara perdata 

yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 

10 % 0 % 0 % 60 % 0 % 0 % 60 % 0 % 0 % 60 % 0 % 0 % 
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LAMPIRAN 8 

PENGHARGAAN  


